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PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN  BIAYA (RAB) PENELITIAN  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

1. Honorarium Penunjang Penelitian/ Perekayasaan: 

a. Sekretariat Peneliti/Perekayasaan Orang/Bulan    Rp300.000,- 

b. Pembantu peneliti/ perekayasa Orang/Jam    Rp25.000,- 

c. Pengolah Data   orang/penelitian/ Perekayasaa  Rp1.540.000,-  

d. Petugas survei   Orang/Responden   Rp8.000,- 

e. Pembantu Lapangan  Orang/Hari    Rp80.000,- 

 

(Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/ PMK.02/2018 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, halaman: 9 point.10.) 

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ 

perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai Sekretariat 

peneliti/pembantu peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, dan pembantu lapangan 

berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Adapun laporan dan pertanggungjawabannya 

sebagai berikut: 

a. petugas yang diberikan honor adalah bukan peneliti itu sendiri 

b. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan PNS golongan III sebesar 5% dan golongan 

IV sebesar 15%; 

c. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan Non-PNS yang ber-NPWP sebesar 5% dan  

untuk yang Tidak ber-NPWP sebesar 6%; 

d. dibuat kuitansi, daftar penerimaan honor, pajak, serta tanggal pelaksanaan kegiatan, daftar 

kehadiran;1) 

e. dilampiri surat tugas penelitian dari LPPM, Daftar Riwayat Hidup dan NPWP bagi yang 

memiliki; 

f. Dokumentasi. 

  

2. Honorarium Narasumber/ Pembahas:  

No Uraian Satuan Rupiah/Maksimal 

a Menteri/ Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara 
Lainnya/ yang disetarakan 

Orang/Jam Rp1.700.000,- 

b Pejabat Eselon I/ yang disetarakan Orang/Jam Rp1.400.000,- 

c Pejabat Eselon II/ yang disetarakan Orang/Jam Rp1.000.000,- 

d Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan Orang/Jam Rp    900.000,- 

 

(Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/ PMK.02/2018 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019, halaman: 9 point.12.) 

Adapun laporan dan pertanggungjawabannya ketentuan pemberian honorarium narasumber sebagai 

berikut: 

a. narasumber yang diberikan honor adalah bukan peneliti itu sendiri 

b. narasumber/ pembahas berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;  

c. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan PNS golongan III sebesar 5% dan golongan 

IV sebesar 15%; 

                                                             
1) Sebagaimana lampiran 1 contoh 1 
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d. honorarium akan dipotong pajak dengan ketentuan Non-PNS yang ber-NPWP sebesar 5% dan  

untuk yang Tidak ber-NPWP sebesar 6%; 

e. dibuat kuitansi, daftar penerimaan honor, pajak, serta tanggal pelaksanaan kegiatan, daftar 

kehadiran;2) 

f. dilampiri surat tugas penelitian dari LPPM, Daftar Riwayat Hidup dan NPWP bagi yang 

memiliki; 

g. Dokumentasi. 

 

 

3. Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri  

 

a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri   

Adapun laporan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai 

berikut: 

1) Surat tugas yang sah dari LPPM; 

2) SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau 

pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 

3) Kuitansi, Tiket, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda/alat 

transportasi darat lainnya (transport lokal); 

4) Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Standar hotel atau tempat 

penginapan disesuaikan dengan pangkat/golongan;3)  

5) jika tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan maka dapat diberikan uang 

penginapan sebesar 30% dari pagu SBM sesuai dengan tujuan/lokasi perjalanan dinas 

Dibuatkan daftar penerimaan biaya akomodasi;4) (Penelitian dalam wilayah Yogyakarta 

tidak diperkenankan menggunakan Akomodasi).  

6) Uang harian disesuaikan dengan lokasi penelitian;5)   

7) Rekapitulasi pengeluaran atau daftar pengeluaran riil;6) 

8) Kuitansi induk;7) 

9) Dokumentasi. 

 

b. Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Adapun laporan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut: 

1) Surat persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara;8) 

2) Surat Tugas yang sah dari LPPM; 

3) SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau 

pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas; 

4) Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas luar negeri termasuk biaya transportasi ke 

terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan dan biaya transportasi dari terminal 

bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan; airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal 

                                                             
2) Sebagaimana lampiran 2 contoh 2 
3) Sebagaimana lampiran 3 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2019 
4) Sebagaimana lampiran 4 contoh 3  
5) Sebagaimana lampiran 5 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2019 
6) Sebagaimana lampiran 6 contoh 4 
7) Sebagaimana format kuitansi pada contoh 1  
8) Sebagaimana lampiran 7 sesuai dengan Surat Edaran Rektor Nomor: 2268.5/Un.02/HM.09/05/2019    
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bus/stasiun/bandar udara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan, biaya aplikasi visa, dan 

biaya lainnya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sepanjang 

dipersyaratkan di negara penerima;  

5) Dilampirkan bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi 

lainnya; boarding pass, airport tax, bukti pembuatan visa dan retribusi, bukti/pengeluaran 

yang sah untuk biaya asuransi perjalanan. 

6) Uang harian yang diterimakan sudah termasuk untuk biaya penginapan, uang makan, uang 

saku, uang transportasi lokal;9)  

7) Uang harian dapat dibayarkan pada saat masih dalam perjalanan (belum sampai tujuan 

penelitian dan tidak menginap) sebesar 40% dari Standar Biaya Masukan;  

8) Nilai tukar mata rupiah yang digunakan adalah nilai tukar berdasarkan tanggal pelaksanaan 

penelitian mengacu pada rate Bank Indonesia.  

9) Dokumentasi. 

 

(Sumber : Peraturan menteri Agama (PMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas 

Pada Kementerian Agama Republik Indonesia). 

 

4. Belanja bahan habis pakai 

Adapun laporan dan pertanggungjawabannya sebagai berikut: 

a. alat tulis kantor  Sesuai kebutuhan dan sesuai harga pasar dengan melampirkan bukti kuitansi/ 

nota berstempel (bermaterai 3000 jika pembelian Rp500.000,- sampai Rp1.000.000,- dan 

bermaterai 6000 jika pembelian di atas Rp1.000.000,- )  

b. pembelian bahan habis pakai sampai dengan: 

1) Kurang dari Rp1.000.000,- tidak kena pajak; 

2) Rp1.000.000,- sampai dengan Rp1.999.999,99 dikenakan pajak PPN sebesar 10%;  

3) Rp2.000.000,-  ke atas dikenakan pajak PPH 22 sebesar 1,5% dan pajak PPN sebesar 10%;     

c. kuitansi dilampiri bukti pembelian yang asli dan bukti setoran pajak yang asli. Pengisian setoran 

pajak melalui E-billing pada https://sse2.pajak.go.id/default.  

 

5. Belanja Modal  

Dana penelitian tidak diperbolehkan untuk pembelian belanja modal seperti: printer, kamera, HP. 

Lap Top, tape recorder, dan lain-lain.   

 

6. Seminar/ Focus Group Discussion/ Workshop diperbolehkan jika berkaitan langsung dengan 

penyusunan instrumen penelitian, pembahasan hasil penelitian. 

 

7. Biaya Terjemahan 

Sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/ 2018 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2019.10) 

 

8. Publikasi/ HAKI 

Dapat berupa kegiatan bedah hasil penelitian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. 

   

                                                             
9) Sebagaimana lampiran 8 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 

2019  
10) Sebagaimana Lampiran 9 sesuai dengan PMK No.32/ PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2019 

 

https://sse2.pajak.go.id/default
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Lampiran 1: Contoh 1. Kuitansi 

     

T.A 

 

: 2019 

   

     

No. 

Bukti 

 

: 

    

     

MAK 

 
: 

   

        

                

   

            KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN 

 

            Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jumlah Uang :  Rp960.000,-  

       Terbilang : Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah 
Untuk Pembayaran : Honorarium pembantu lapangan dalam rangka kegiatan penelitian judul: "Mitigasi 

Bencana Alam Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta". Tahun anggaran 2019, 

berdasarkan SK Rektor no: 123.A/123/2019 tanggal: 2 Januari 2019  

            

      
Yogyakarta, 13 Juli 2019 

 

      

Penerima 

   

            

            

        

            

      
Rahadi 

   

      
 

     Menyetujui: 
         

         

            

            Suwarjono 
          NIP: 12345678 123456 1 123 
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Contoh 1. Daftar penerimaan Honoraium Pembantu peneliti/ perekayasa/ pengolah data/ petugas survei/ pembantu lapangan 

 

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM PEMBANTU LAPANGAN 

KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 
Berdasarkan SK Rektor No. 123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari  2019 

yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli – 12 Juli 2019 

 

             

No Nama Jabatan/Tugas Gol Vol 
Volume JPL 

(Rp) 
Honorarium 

(Rp) 
PPh 15 % 

(Rp) 
PPh 6% (Rp) 

PPh 5 % 
(Rp) 

Penerimaan 
(Rp) 

Tanda 
tangan 

1. Rahadi 
Pembantu 
Lapangan 

- 12 hari 80.000  
          
960.000  

         -              57.600         902.400  1. 

  
Jumlah :         

          

960.000 
         -              57.600   

                     

-  
      902.400   

             

         

Yogyakarta, 13 Juli 2019 

 

 

  

  

Menyetujui, 

    

  

  

  

Peneliti,  

 
  

   
   

   

  

  

   

   

 

  

  

   

  

Suwarjono   

 

  

  

  

NIP: 12345678 123456 1 123  
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Contoh 1. Daftar kehadiran/ absensi Pembantu peneliti/ perekayasa/ pengolah data/ petugas survei/ pembantu lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI NARASUMBER 

 

KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 

 

Berdasarkan SK Rektor No.123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari  2019 

Lokasi Penelitian: Klaten, Boyolali, Yogyakarta 

               

 No Nama 
Tanggal dan Tanda Tangan 

 

01-Jul-19 02-Jul-19 03-Jul-19 04-Jul-19 05-Jul-19 06-Jul-19 07-Jul-19 08-Jul-19 09-Jul-19 10-Jul-19 11-Jul-19 12-Jul-19 

 

1. Rahadi                         

 

                            

               

          

Mengetahui, 

   

          

Peneliti, 

    

               

               

               

          

Suwarjono 

   

          

NIP: 12345678 123456 1 123 
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Lampiran 2: Contoh 2. kuitansi 

     

T.A 

 

: 2019 

   

     

No. 
Bukti 

 

: 

    

     

MAK 

 
: 

   

        

                

   

            KUITANSI/ BUKTI PEMBAYARAN 

 

            Telah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen/ Ketua LPPM UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Jumlah Uang :  Rp1.800.000,-  
       Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah 

Untuk Pembayaran : Honorarium narasumber FGD instrumen dalam rangka kegiatan penelitian judul: 

"Mitigasi Bencana Alam Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta". Tahun 
anggaran 2019, berdasarkan SK Rektor no: 123.A/123/2019 tanggal: 2 Januari 

2019  

            

      

Yogyakarta, 3 Februari 2019 

 

      

Penerima 

   

            

            

        

            

      

Widodo, S.H 

   

      
 

     Menyetujui: 

         

         

            

            Suwarjono 

          NIP: 12345678 123456 1 123 
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Contoh 2. Daftar penerimaan honorarium narasumber 

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM NARASUMBER FGD INSTRUMEN 

KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 

Berdasarkan SK Rektor No. 123.A/123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari  2019 

Tanggal: 3 Februari 2019 

 

             

No Nama Jabatan/Tugas Gol Vol 
Volume JPL 

(Rp) 

Honorarium 

(Rp) 

PPh 15 % 

(Rp) 
PPh 6% (Rp) 

PPh 5 % 

(Rp) 

Penerimaan 

(Rp) 

Tanda 

tangan 

1. Widodo, S.H. Narasumber III 2 JPL 900.000  
          

1.800.000  
         -              -  90.000 

      

1.710.400  
1. 

  
Jumlah :         

          
1.800.000 

         -             -  
                  
90.000 

1.710.400   

             

         

Yogyakarta, 3 Februari 2019 

 
 

  
  

Menyetujui, 
    

  

  

  

Peneliti,  

 

  

   

   

   

  

  

   

   

 

  
  

   
  

Suwarjono   

 

  

  

  

NIP: 12345678 123456 1 123  
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Contoh 2. Daftar kehadiran/ absensi narasumber 

 

DAFTAR KEHADIRAN/ABSENSI NARASUMBER 
KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: MITIGASI BENCANA ALAM STUDI KASUS 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 

Berdasarkan SK Rektor No.123.A/ 123 Tahun 2019, Tanggal 2 Januari 2019 

Tanggal: 3 Februari 2019 

     

     

No Nama Waktu Materi Tanda Tangan 

1. Widodo, S.H 08.00 - 10.30 WIB 
Teori Mitigasi 

Bencana 
  

          

     

    

Mengetahui, 

    

Peneliti, 

     

 
    

 
    

 
   

Suwarjono 

 
   

NIP.12345678 123456 1 123  
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Lampiran 3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Batas Maksimal) 
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Lampiran 4: Contoh 3. Daftar Penerimaan Akomodasi 30%  

 

Mengetahui, 

Peneliti, 

 
 

 
Suwarjono 

NIP.12345678 123456 1 123  

          DAFTAR PENERIMAAN AKOMODASI 

KEGIATAN PENELITIAN JUDUL: XXXX DI SULAWESI SELATAN 

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019 
Berdasarkan SK Rektor No.134.A/143 Tahun 2019, Tanggal 1 Januari 2019 

Tanggal: Makassar, 10-17 Agustus 2019 

 

          

          
No Nama Jabatan/Tugas  Gol   Volume  

 Satuan 
(Rp)  

 Jumlah  
Akomodasi 

30%   
Tanda tangan 

1. Drs. Aminuddin, MM Peneliti Utama  IV   8 hari  
      

1.020.000  
    8.160.000          2.448.000  1. 

2. Dra. Budiani Asisten peneliti  III   8 hari        665.000      5.320.000          1.596.000  2.   

3. Drs. Burhan Asisten peneliti  III   8 hari        665.000      5.320.000          1.596.000  3.   

  Jumlah :           15.960.000         5.640.000    
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Lampiran 5: Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Batas Maksimal) 
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Lampiran 6 

 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

     

     Lampiran SPD Nomor  : K/12/123/2019 

 Tanggal                              : 18 Agustus 2019 

 

     

     No Uraian   Biaya Keterangan 

1 Uang harian 8 hari @ Rp430.000,-  Rp         4.300.000  Tgl. 10-17 Agustus 2019 

2 Transport yogyakarta-makassar pp  Rp         2.100.000  Pesawat Udara bukti terlampir 

3 Transport tujuan (transport lokal)  Rp            150.000  Bukti terlampir 

4 Biaya penginapan     Rp         1.596.000  akomodasi 30% daftar terlampir 

5         

          

  Jumlah    Rp       8.146.000    

     

    

Yogyakarta, 18 Agustus 2019 

Telah dibayar sejumlah 

Rp8.146.000,- 

  

Telah menerima jumlah uang sebesar 

Rp8.146.000,- 

Mengetahui, 
  

Yang menerima, 

     

     

     Drs. Aminuddin, MM 
  

Dra. Budiani 

NIP. 1234567 123456 1 234 

  

NIP. 1234567 123456 1 234 
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Lampiran 7. Surat Edaran Rektor Nomor: 2268.5/Un.02/HM.09/05/2019 tentang perjalanan 

dinas luar negeri bagi para pejabat, dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 
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Lampiran 8 Satuan Biaya Uang harian perjalanan dinas luar negeri 
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Lampiran 9 Satuan biaya penerjemah 
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Biaya Perjalanan Dinas dikelompokan dalam 4 golongan, terdiri atas: 

1. Golongan A, untuk Menteri, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar 
Luar Biasa Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri, dan pejabat negara 
lainnya yang setara termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan 
Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

2. Golongan B, untuk Duta Besar, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon 
I, Perwira Tinggi TNI/Polri, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus Presiden 
(special envoy), dan pejabat lainnya yang setara; 

3. Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan 
Perwira Menengah TNI/Polri; dan 

4. Golongan D, untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri lainnya. 

 


